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PRAKATA

Hukum Perusahaan sehagai bagian dalam hukum bisnis semakin
terasa dibutuhkan lebih-lebih menjelang awal abad 21 dengan prediksi
bisnis internasional yang tidak terelakkan lagi, di mana Indonesia berada
di tengah dan dalam kancah perdagangan bebas, dengan segala kon-
sekuensinya termasuk tuntutan daya saing yang semakin berat. Pe-
_nguasaan hukum bisnis dan termasuk Hukum Perusahaan bisa

-diharapkan untuk menjadi sebagian dari usaha menjawab tantangan-tan-
" tangan bisnis internasional tersebut, melalui upaya memngkatkan pro-
- fesionalisme baik kuantitatif maupun kualitatif.

. Sebagai Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Parahyangan
___':khUSusnya dalam “"Magister Hukum Bisnis" dan pengasuh Hukum
-.'-'Pérusahaan dalam 2 tahun terakhir, maka sebagian materi khususnya
yang mengenai bentuk-bentuk perusahaan (Badan Usaha) disusun dan
diterbitkan untuk kepentingan umum, baik sebagai materi studi maupun
~kepentingan praktek dalam dunia niaga. Pada awalnya buku ini meru-
~ pakan buku panduan "Bunga Rampai" dalam bentuk materi kuliah bagi
epentingan intern.
- Setelah dirasakan manfaatnya dalam memudahkan penguasaan
materi dan sebagai buku introduksi untuk dapat dikembangkan menjadi
uku panduan yang komprehensif, maka dikemaslah dalam buku yang
iharapkan dapat menambah khazanah hukum bisnis yang memiliki
laya' manfaat praktis untuk kepentingan dalam dunia niaga.

Bandung, 17 Agustus 1997
Penulis.
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PENDAHULUAN

1. - Latar Belakang

Kegiatan perusahaan tentu merupakan bagian dari kegiatan
ekonomis yang dilakukan oleh suatu organisasi, secara terbuka dan

“berkesinambungan, mengendi suatu barang (bergerak atau tidak

sbergerak), bersaing mutu dan untuk mcmpuroleh laba sebagai

tujuannya.
Hukum perusahaan adalah hukum yang mengatur hubungan
- hukum dengan segala akibat hukumnya mengenai "perusahaan”

Loyang pengertiannya telah dirumuoskan di atas. Sehingga "hukum

Lperusahaan adalah pengaturan dalam dunia usaha niaga yang
‘ditakukan oleh perusahaan-perusahaan atai badan usaha menirus
hukum {legal)”. : :

& Hukum perusahaan Indonesia (Indonesia Compamf-law)

-adalah hukum perusahaan yang berlaku di Indonesia.la merupakan
- bagian dari hukum perdata (sipil) yang "mewadahi” kegiatan niaga
satau-bisnis dalam hubungan dengan ekonomi nasional dan pem-
‘bangunan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini.
- Bagian hukum ini memuat ketentuan-ketentuan hukum mengenai
sherbagai bentuk perusahaan dan operasionalnya,

-+ Maka bila diamati, ada dua hal yang esensial dalam hal kita
memahami, menghayati dan pada gilirannya mengamalkan hukum
erusahaan dalam pembangunan yang berencana dan bertahap di
Indonesia yang'telah bérada pada Pemban s,funcm Jcmgka Panjang
Kedua (PIP-11); vyaitu:

«

L]

._-_Jau diri hukum perusahaan dengan sosok karakternya;
‘Muatan ‘hukum perusahaan bagi kepentingan dunia usaha,
‘fungsinya di Indonesia dan dalam hubungan bisnis trans-
“nasional. :



a. Jari diri hukum perusahaan Indonesia mengakar pada
- saat kelahirannya, bersama dengan kelahiran Indonesia
(17-8-1945).

Dalam konstitusi negara yaitu UUD 1945 yang hadir
tanggal 18 Agustus 1945 (1 hari setelah Proklamasi Kemer-
dekaan) pada Pasal Il Aturan Peralihan terumuskan suatu
politik hukum nasional yang dalam formulasi rumusannya
tercermin suatu missi bangsa untuk melaksanakan "pemba-
ngunan kukum nasional" lewar suatu pembaharuan hukum
" (law-reform) yang adaptif dan kontinfentif dengan acuan
- sefarah dan budaya bangsa serta memperhatikan - tuntutan ;
perubahan sosial di Indonesia dalam arti lucs (social change
and social development).
Maka dalam jati dirinya, hukum perusahaan Indonesia tidak
lepas dari khitah perjuangan bangsa dalam upaya merealisasi-
-kan visi Indonesia merdeka ke dalam wujud nyata negara
~Indonesia sebagal negara membangun yang berlandaskan
pada cita-cita bangsa yang tersurat dan tersirat dalam Mukadi-
mah Konstitusi 17 Agustus 1945,

Oleh karena itu hukum perusahaan Indonesia memiliki:
- karakteristik yang mengandung elemen-elemen yang mem-
- bentuk sukma hukum (fegal objective) Indonesia dengan "Pan-:

casila” sebagal wawasan hukum bangsa .dan sifat- sxfatnya:
adalah :;ebaw berikug; : '

) Transmonal atau masa peralihan dalam kurun waktu
o yanﬂ panjang (dari negara jajahan - negara merdeka)'

2y -Reaktif terhadap keadaan saat kelahirannya, melahu%
- politik hukum antara fain untk mentrhmdai kan ke\facuman
hukum; » .

3) Adaptif terhadap situasi dan perkembangan 1ingkungé__'r_§
lokal, kewilayahan dan dengan kerjasamé hukum, fef-
masuk dalam hubungan internasional yang kini telaij



terasa dampaknya dan membawa Indonesia ke "perte-
muan' globalisasi ekonomi;

4) Akomodatif terhadap inspirasi dan aspirasi rakyat dalam

- mewujudkan cita-cita kemerdekaan antara lain melalui

penelitian hukum yang akurat sebagat masukan dalam
-pembantmndn hukum nasjonal;

- 5). Antisipaﬁf terhadap‘ kendala, tuntutan dan tantangan
- pembangunan yang berskala nasional dan internasional
- melalui rekayasa hukum sebagai penmrerak pembangunan;

6) Ino_vat.if yang ditandai dengan temuan hukum baru seba-
gai hasil kreasi bangsa dalam "menjawadb" kebutuhan
hukum, termasuk dalam dunia wsaha (hukum perusa-
haan) yang tidak terlepas dari tuntutan peningkatan pem-
bangunan nasional beserta konsekuensi hubungan bisnis
~internasional yang kian hari semakin meningkat secara
kuantitatit dan kualitatif dengan berbagai persyaratannya
'yang harus dipenuhi melalui berbagai penelitian, pengu-
jian dan pengkajian dalam hubungan niaga dan perkem-
bangan hukum perusahaan yang berkembang dalam
praktek.

: ”Hukum Perusahddn denﬂan kdmktensuk yang butir-
- butlrnya telah disebut di atas jelas memiliki "kadar dan mutu”
- yang spesitik sebagai bagian hukum dari negara membangun.
Katakanlah "kadar dan mutu" ini sebagai muatan yang sifat-
"-nya dinamis dan berwawasan ke masa depan atau ke masa
ang.akan datang,

" Apabila "keutuhan hukum lndonesna" dengan jati diri-
1yd yang khas itu diabstraksikan seolah-olah sebagai karya
avunﬂnyd Sudjoyono dan ‘Afandi di bidang seni lukis misal-
nya, maka bagian-bagian vitalnya akan meliputi "spirit" ydnﬁ
ukmdtlt dan daya mampu yang presif serta "aturan main”
yan(y pracvmdtls dalam mewadahi dan mengarahkan pergaulan
'd,u.p.-magyarakat_}ndonemq yang diwarnai oleh sejarah dan



budaya bangsa seiak Indonesia masih sebagal negara yang
dijajah. Bagi kritikus seni lukis bal seperti itu nampak pada
goresan kanvas yang dapat difahami oleh para pecinta dan-
kolektor seni lukis, namun tidak difahami oleh awam, '
- Kesemuanya it akan terasa dalam alur interelatif antara
perubahan kemasyarakatan dan perubahan hukum secara tim- :
bal halik dan berkesinambungan dengan hasilnya yang senan- -
tiasa menambah "muatan hukum” perusahaan Indonesia yang .
kian sarat-dalam memasuki lintas bisnis transnasional dengan
perkembangan yang diwarnai "sumbangan nyata dari hasil
dan alih teknologi" dan konsekuensinya.. Maka bagaikan:
"kritik seni lukis" terhadap karya- karya yang abstraktif,.
realis dan lain-lain dari berbagai aliran seperti analisa dan
anatomi dalam sosok hukum Indonesia termasuk dalam
hu kum perusahaan denvan muatan %eba(uu henkut

1) Sukma hukumnya (Legal Objective), adalah "Mukadi{f
mah" UUD 1945 dengan Pancasila sebagai alas filosofis;

2) Azas hukumnya (Legal Principles), adalah UUD 1945
- khususnya dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan-
nya; '

3} Aturan hukumnya (Legal Rules), adalah ketentuan U
- dang-undangnya yang meliputi elemen elemen yang
akan dipapar di bawah 1n1

a) Berbagai ketentuan Undang-undang peninggalan

. pemerintah Hindia Belanda yang diberikan kekuatan

= -berlakunya dalam Pasal Il Awran Peralihan UUD
1945.
Perunllang-undangan peninggalan pemerintah Hin-

dia Belanda ini dalam perkembangan pembaharuan.

hukum (Law Reform) telah mengalami perubahan;

baik keseluruhan atau sebagian. Undaanndaﬁ?

yang termasuk sebagai bagian dari hukum perus

haan dan hukum bisnis Indonesia adalah:



(1} Kitah Undang-undang Hukum Perdata

(KUHPd) atau Kitab Undang- undang Hukum
Sipif (KUHS);

(2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(KUHD).

Di samping butir (1) dan (2) itu tentunya "persetu-
juan berbagai pihak" dalam kegiatan perusahaan
“dalam hubungan niaga yang belum diatur dalam
butiv (1) -dan butir (2) serta tidak bertentangan
dengan Pancasila dan UUD 1945.

b} - Undang-undang dan berbagai ketentuan mengenai
perusahaan dan niaga yang diundangkan setelah

(H

e

)

kemerdekaan (17-08-1945).
Antara lain mengenai:

Hukum pertanahan (agraria) yang mengganti
buku I (kebendaan) dari KUHPdt yaitu UU
No. 5 tzhun 1960 tentang Pokok-pokok . Per-
tanahan atau Agraria di Indonesia;

Undang-undang No. 4 tahun 1971 téntang Pe-
rubahan Penambahan atas ketentuan pasal 54
KUHD (8.1847:23),

Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang Pena-
naman Modal Asing; _

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Per-

bankan;. 4

-Undang-undang No. } tahun 1995 tentang Perse-

roan Terbatas, serta berbagai ketentuan perun-
dangan lain yang mengatur perusahaan atau
badan usaha yang diatur dalam bentuk Pera-
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